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: Pengusulan Mutasi P
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I Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 2009 No
112 dan Tambahan Lembaran Negara No 5038)
Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar
Layanan Minimal
3. Peraturan Presiden No 81 tahun 2010
2025
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata
Naskah Dinas Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
5. Peraturan Menpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-

1. Memiliki pengetahuan di bidang administrasi ke
2. Memiliki pengetahuan di bidang komputer dan

i i &
pPegawaian

aplikasi elektronik

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Balai
Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 55/0/2022
Tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan
Teknologi
Keterkaitan : Lo i Peralatan/Perlengkapan’
1. PMP-09.04 CFM.01 Pengelolaan Administrasi SDM 1. Komputer
2. POS Rekap daftar hadir 2. Printer
3. POS Penyusunan pertanggungjawaban keuangan 3. Lemari
4. POS Surat Masuk
5. POS Surat Keluar

Pelaksana bertanggung Jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan, kemudian Jika pelaksana dalam keadaan berhalangan, maka dialihkan ke
pelaksana lain dengan perintah atasan

Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun
output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan

Pencatatan

Yogyakarta.

Pendataa
1. Dicatat dalam berkas kearsi

pan Balai Penjaminan Mutu Pei.I.







